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NOMOR  19   TAHUN 2011 SERI C.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

 NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan pasar perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 
 1. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


 
 4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



 8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;



 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007     Nomor 15, Seri E.6);



11.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri C.3)
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5  TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten cirebon;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Pemakaian Tempat Berjualan selanjutnya disingkat SPTB adalah Surat yang diberikan Kepala Dinas sebagai bukti pedagang untuk menempati tempat berjualan pada Pasar yang dibangun/dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
11. Surat Hak Menempati Tempat Berjualan selanjutnya disingkat SHMTB adalah Surat yang diberikan Kepala Dinas sebagai bukti pedagang untuk menempati tempat berjualan pada Pasar yang dibangun/dibiayai oleh Swadaya Masyarakat;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/atau denda;

14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetepan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi daerah nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

21. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi  yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
BAB II
OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi di pasar terdiri atas :

1. Toko adalah tempat berjualan yang memiliki fasilitas bangunan permanen dengan luas bangunan 12 (dua belas) m2  atau lebih;
2. Kios adalah tempat berjualan yang memiliki fasilitas bangunan permanen atau semi permanen dengan luas bangunan                  7 (tujuh) m2 sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) m2;

3. Los adalah tempat berjualan yang memiliki fasilitas bangunan meja tempat jualan permanen atau semi permanen dengan luas bangunan 3 (tiga) m2 sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) m2;
4. Lemprakan adalah tempat berjualan yang memiliki fasilitas bangunan tanpa sekat dan tanpa meja tempat berjualan dengan luas kurang dari 3 (tiga) m2;

5. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang berada di dalam pasar yang tidak memiliki tempat tetap.
BAB III

PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 3

(1) Setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan wajib memiliki SPTB;
(2) SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan;

(3) Syarat untuk mendapatkan SPTB sebagaimana dimaksud pada     ayat (2) adalah :
1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan (untuk pemohon lama/baru);

2. Surat Pemakaian Tempat Berjualan lama/tahun sebelumnya (untuk pemohon lama/baru);

3. Surat Pengembalian Pemakaian Tempat berjualan dari pemegang lama (untuk pemohon baru)

4. Surat Tidak Menunggak Retribusi Pelayanan Pasar (untuk pemohon lama);

5. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Sewa Tempat Berjualan (untuk pemohon lama/baru);

6. Photo Copy KTP pemohon (untuk pemohon lama/baru);

7. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna/hitam putih (untuk pemohon lama atau baru).
(4) Bentuk dan isi SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 4

(1) SPTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
(2) Masa berlaku SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah      1 (satu) Tahun;

(3) SPTB tidak dapat dipindahtangankan.
Pasal 5

(1) Pemegang SPTB wajib membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pemegang SPTB dilarang :
1. Dengan alasan apapun memindahtangankan/menyewakan tempat berjualan kepada orang lain;

2. Merubah bentuk, menambah atau mengurangi tempat berjualan tanpa seijin Pejabat yang menangani Penyelenggaraan Pelayanan Pasar.
(3) Pemegang SPTB dapat mengajukan permohonan perubahan tempat berjualan kepada pejabat yang menangani penyelenggaraan pelayanan pasar;

(4) Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan perubahan bentuk, menambah atau mengurangi tempat berjualan apabila :
1. Perubahan tersebut tidak menambah luas tempat berjualan;
2. Tidak mengganggu pedagang lain disekelilingnya;
3. Tidak mengganggu lalu lintas konsumen maupun pedagang lain.
(5) Pedagang yang berubah jenis tempat berjualannya wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan jenis tempat berjualan yang telah dirubah;

Pasal 6

(1) Setiap pedagang yang akan menempati tempat berjualan yang dibangun/dibiayai oleh pihak ketiga diberikan SHMTB;

(2) SHMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah melunasi kewajibannya kepada pihak ketiga;

(3) Masa berlaku SHMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan   ayat (2) adalah 20 (dua puluh) Tahun;

(4) Setiap pedagang yang melakukan pelimpahan/pemindahtanganan tempat berjualan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Kepala Dinas;

(5) Pedagang baru yang menempati tempat berjualan tersebut harus mengajukan permohonan memperoleh SHMTB;

(6) Syarat untuk mendapatkan SHMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

1. Photo Copy  KTP;
2. Photo Copy Bukti Pembelian;
3. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna/hitam putih;
4. Mengizinkan Surat Izin Hak Menempati Berjualan dari pemilik lama;
5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Pemindahtanganan Hak Menempati Tempat Jualan.

(7) Bentuk dan isi SHMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
Pasal 7

SPTB dan SHMTB dicabut apabila :

a. Tidak membayar Sewa Tempat Berjualan paling lama 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya tanggal masa sewa tempat berjualan dan/atau;

b. Tidak membayar retribusi Pelayanan Pasar selama 3 (tiga) Bulan berturut-turut dan/atau;

c. Tidak menggunakan tempat berjualan selama 3 (tiga) Bulan berturut-turut dan/atau;

d. Memindahtangankan/menyewakan tempat berjualan kepada pihak lain dan/atau;

e. Merubah tempat berjualan tanpa ijin dari pejabat yang menangani penyelenggaraan pelayanan pasar;

Pasal 8
(1) Setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan akan diberikan Kartu Pengenal Pedagang.

(2) Kartu Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah mendapat SPTB;

(3) Kartu Pengenal Pedagang bukan bukti pemakaian tempat berjualan;

(4) Kartu Pengenal Pedagang berlaku selama pedagang memenuhi kewajiban pemakaian tempat berjualan;

(5) Bentuk dan isi Kartu Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
Pasal 9
(1) Kartu Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditandatangani oleh Kepala Dinas;

(2) Masa berlaku Kartu Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) Tahun.
BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10
Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas.
Pasal 11
(1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

(2) Pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pasar;

(3) Retribusi Pelayanan pasar yang telah dipungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
(4) Kepala pasar bertanggungjawab terhadap kelancaran pemungutan dan penyetoran retribusi;

(5) Kepala pasar wajib melaporkan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi kepada pejabat yang menangani retribusi;

Pasal 12
(1) Retribusi Pelayanan pasar dan MCK dipungut menggunakan karcis

(2) Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

(3) Retribusi Sewa tempat berjualan dan MCK dipungut menggunakan SKRD;

(4) Setiap orang yang membayar retribusi diberi tanda bukti pembayaran retribusi;

(5) Bentuk dan isi SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

(6) Bukti pembayaran retribusi dianggap sah apabila ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui oleh pejabat yang menangani retribusi;
BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi; 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

2. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dan angka 3, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
Pasal 14

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; 
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
a. kinerja Instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 15

(1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
a. sampai dengan triwulan I   : 15% (lima belas per seratus)
b. sampai dengan triwulan II  : 40% (empat puluh per seratus)
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus)
d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus per seratus)

(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak berikan pada awal triwulan IV.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 16

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan pasar.
Pasal 17

(1) Besarnya insentif pemungutan ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Tahun Anggaran berkenaan;
(2) Besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
BAB V

PENATA USAHAAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Setiap Petugas mencatat hasil pungutan retribusi pasar kedalam buku kas harian penerimaan;

(2) Buku kas harian ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas yang yang bersangkutan dan diketahui kepala pasar;

(3) Buku kas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

(4) Kepala pasar mencatat hasil pungutan dari masing-masing petugas pemungut retribusi ke dalam buku kas umum;

(5) Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh kepala pasar dan diketahui pejabat yang menangani retribusi;

(6) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

(7) Kepala pasar wajib melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar setiap bulan kepada pejabat yang menangani retribusi;

(8) Bentuk, isi dan cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
Pasal 19
(1) Setiap penerimaan dan pengeluaran karcis dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran karcis;

(2) Buku penerimaan dan pengeluaran karcis ditutup setiap akhir bulan, ditandatangani oleh kepala pasar dan diketahui pejabat yang menangani retribusi;

(3) Buku penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal:  12 Mei 2011
BUPATI CIREBON


TTD
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 20 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
ttd
       ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 19  SERI C.2
Lampiran  Peraturan Bupati Cirebon

Nomor
:

Tanggal
:

Tentang
: Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar


I.1  BENTUK DAN ISI SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

I.2  SURAT HAK MENEMPATI TEMPAT BERJUALAN
[image: image1.jpg]PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Sunan Kalijaga Nomor 10
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp.(0231) 321495-321073
SUMBER
45611

SURAT HAK MENEMPATI TEMPAT BERJUALAN (SHMTB)

Nomor : (1)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN
PERTAMA

UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI CIREBON

bahwa menunjuk Surat Permohonan tersebut pada diktum MEMBACA maka
kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Pemakaian Tempat
Berjualan.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar.

MEMUTUSKAN

Memberikan Surat Hak Menempati Tempat Berjualan kepada :

1. Nama 22 ...

2. Tempat/Tgl. Lahir : (15).

3. Alamat S .
4. Jenis Jualan T (B) et
5. Lokasi Pasar 2 (B) mssssissmmsssmmanssissssssme e s e S R e S
6. Blok HA6) v R
7. Lantai TAT) s o asomesenmsssinsnansinsise sassussmmesissssssanss sstoss ssnnsnssmmsss ssmnas
8. Nomor () s

9. Type

10. Luas

11. Berlaku 2 (10) s T

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pemegang SHMTB berhak menggunakan tempat berjualan di Pasar
......... (5)............ hanya untuk berjualan sepanjang memenuhi syarat-syarat
dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Apabila memindahtangankan, menyewakan atau menjual hak guna pakai
tempat berjualan ke pihak lain harus mendapat izin dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Pemegang SHMTB berkewajiban membayar retribusi pelayanan pasar.

Pemegang SHMTB bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga
kebersihan, ketertiban dan keamanan di Lingkungan Tempat Berjualan.

Tempat Berjualan dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal.

Bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

Surat Hak Menempati Tempat Berjualan ini berlaku tanggal
........................ (10)..cccceeveiieieceeennne.. dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan dan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat ketentuan.

Ditetapkan di : SUMBER

Sidik Jari

An. Bupati Cirebon
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon

Foto
4X6

Pangkat : (13)
NIP 1 (14)

Tanda Tangan,





[image: image2.jpg]Cara Pengisian:

(1) Diisi dengan nomor Surat Hak Menempati Tempat Berjualan;

(2) Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan Surat Hak Menempati Tempat Berjualan;
(3) Diisi dengan tanggal pengajuan surat permohonan;

(4) Diisi dengan alamat pemohon;

(5) Diisi dengan nama lokasi pasar tempat berjualan;

(6) Diisi dengan jenis jualan pemohon;

(7) Diisi dengan nomor tempat berjualan;

@ N O N B N

(8) Diisi dengan luas tempat berjualan;

©

(9) Diisi dengan tanda bukti pembayaran;

=
o

. (10) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Surat Hak Menempati Tempat Berjualan;
. (11) Diisi dengan tanggal ditetapkannya SHMTB;
. (12) Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

G R
W N =

. (13) Diisi dengan pangkat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

-
N

. (14) Diisi dengan NIP Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

-
o

. (15) Diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon;

-
o

. (16) Diisi dengan blok tempat berjualan;

-
N

. (17) Diisi dengan lantai tempat berjualan;

=9
o

. (18) Diisi dengan type tempat berjualan.




I.3  BENTUK DAN ISI KARTU PENGENAL PEDAGANG
A. Bagian Depan
[image: image3.jpg]. Kartu Pengenal Pedagang diberikan setelah memenuhi Pembayaran
Sewa Tempat Usaha Pemakaian Tempat Berjualan

. Memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar

. Dilarang menyewakan / menjualbelikan / melimpahkan kembali
bangunan Kios / Los / Lemprakan

. Apabila berhenti/tidak menggunakan lagi bangunan Kios/Los
tersebut yang berkepentingan harus mengembalikan Kartu Pengenal
ini kepada pemerintah Kabupaten Cirebon Cq. Dinas Perindusrian
dan Perdagangan JI. Sunan kalijaga Nomor 10 Sumber.

. Akan dicabut haknya sebagai Kartu pengenal ini apabila :

a. Tidak mempergunakan atau menclantarkan tempat berjualan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

b. Tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi Pelayanan
Pasar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

c. Tidak mentaati / mengindahkan ketentuan perintah petunjuk
dari penjabat petugas pasar.

d. Bupati dapat mencabut ijin pemakaian tempat berjualan apabila
pemakai tidak mengajukan perpanjangan ijin selama 3 (tiga)
bulan setelah habis masa berlakunya.

. Apabila syarat-syarat tersebut diatas tidak diindahkan/ ditaati maka
yang berkepentingan akan dituntut sesuai dengan bunyi pasal ....
Ayat ... Perda No. ..... Tahun 2010 yang telah diundangkan dalam
lembaran Daerah Kabupaten Cirebon No...... Th........ Seri .......

. Apabila Pemerintah Kabupaten Circbon membutuhkan tempat
tersebut maka penghuni Kios/Los supaya mengosongkan tempat itu
tanpa mendapat kerugian apapun.

. Masa berlakunya Kartu Pengenal ini ditetapkan selama 1 (satu) tahun
sejak tanggal dikeluarkannya .
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B. Bagian Belakang
[image: image4.jpg]TIDAK BOLEH DIPINDAH TANGANKAN

Photo Sidik 3 Jari
4x6cm

Tanda Tangan

(Nama Lengkap Pemohon

. Nama®

hal A Sl T

KARTU PENGENAL PEDAGANG

)

Alamat?

Kewarganegaraan 3

Jenis Tempat Jualan ©
Jenis Jualan”

No. Kios /Los/Lemp. ¥
No. SPTB / Tanggal”

Luas Tempat Jualan'®

Berlaku Sejak Tanggal'"

Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon





[image: image5.jpg]Cara Pengisian :
" Diisi dengan nama lokasi pasar

2 Diisi dengan nomor Kartu Pengenal Pedagang

3 Diisi dengan nama pedagang

4 Diisi dengan alamat pedagang

9 Diisi dengan kewarganegaraan pedagang

® Diisi dengan jenis tempat jualan

" Diisi dengan jenis jualan pedagang

e I L O

8 Diisi dengan nomor tempat jualan

9. °
10. " Diisi dengan luas tempat berjualan

Diisi dengan nomor SPTB dan tanggal SPTB

11. "V Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Kartu Pengenal Pedagang
12. '’ Diisi dengan tanggal dikeluarkannya Kartu Pengenal Pedagang

13. ™ Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cirebon




I.4  BENTUK DAN ISI KARCIS

	  DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. CIREBON


           (Perda No.     Th. ……..)

Tentang ……………………………..
KARCIS

a)………………

Rp. ………… b)
        Tanggal ……………….. c)

	c) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

BIDANG PENGELOLAAN PASAR

(Peraturan Daerah No.     Tahun ……….)

Tentang ……………………..
KARCIS a) ……………


 Rp. ………… b)
10

30

11

29

12

13

28

14

27

15

26

16

25

24

23

22

21

20

19

18

17




Keterangan :
1. a) Diisi dengan nama obyek retribusi
2. b) Diisi dengan nominal karcis obyek retribusi

3. c) Diisi dengan tanggal pemungutan retribusi

I.5  BENTUK DAN ISI SKRD & TANDA BUKTI PEMBAYARAN

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
[image: image6.jpg]PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT : ?
KABUPATEN (SKRD)
CIREBON
MASA 7
TAHUN :”
NAMA o)
ALAMAT 52
NOMOR POKOK WAJIB ai)
RETRIBUSI (NPWR)
TANGGAL JATUH TEMPO B
NO. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI” JUMLAH 7
(Rp.)
1
2
3
4
5
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :
Jumlah Sanksl ta.
Bunga”
b.
Kenaikan?
Jumlah Keseluruhan
DR R e e s e e
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Pencrimaan Pembantu Bidang Pengelolaan
Pasar.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD

diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi bunga 2% pcr bulan.
J tanggal ™
Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Terima

B0 R £ S——— o ——— tanggal ™. ...
Alamat
NPWR Yang menerima,

1
2. " Diisi tahun diterbitkan SKRD ;

3. 9 Nama diisi dengan nama wajib retribusi yang melakukan pembayaran;
4. 9 Alamat diisi dengan alamat wajib retribusi;

5. 9 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Retribusi;

6. P Tangga] jatuh tempo diisi dengan tanggal jatuh tempo SKRD;

7. ® Diisi dengan uraian retribusi;

s WD

i dengan jumlah pembayaran SKRD;

i apabila terdapat bunga keterlambatan pembayaran SKRD;
i apabila terdapat kekurangan pembayaran SKRD;
lengan huruf jumlah pembayaran SKRD;

: dengan nama kabupaten tempat pembayaran SKRD;
13. ™ Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pembayaran SKRD;
14. ™ Diisi nama kuasa pengguna anggaran;

15. © Diisi NIP kuasa pengguna anggaran;

nama bendahara penerimaan pembantu;

i NIP bendahara penerimaan pembantu;

18. ” Diisi nomor urut pembayaran SKRD.





B. TANDA BUKTI PEMBAYARAN
[image: image7.jpg]KABUPATEN CIREBON
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ...

* Bendahara Penerimaan Pembantul ...............ccoovioroiiieoeaiisies e
® Telah menerima uang sebesar Rp. ...............ooooooiioii oo
(BN EANUTITE o conommssmemmmssmmssarsamomtime e b S S i SR S S S S )

9 dari Nama st s R S S A S S
Alamat hermeisitem im0 R SR

9 Sebagai PEMDAYATAN & ........o.oeiieiieieiciee e

. Jumkah
Kode Rekening ©
. ®p)
Y angpal QEHATANG & o vsmmsmmae s s
Bendahara Penerimaan Pembantu Pembayar / Penyetor

NIP.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar

NIP.“

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk bendahara penerimaan pembantu
Salinan2  : Arsip

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :

1. ¥ Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan nama bendahara dan nama SKPD

2. " Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari pihak ketiga,
diisi dalam rupiah dan kata-kata ;

3. 9 Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan
pembayaran;

4. 9 Scbagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayaran yang diterima
dari pihak ketiga ;

5. 9 Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembayaran yang
diterima dari pihak ketiga ;

6. " Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.





I.6  BENTUK DAN ISI BUKU KAS HARIAN

[image: image8.jpg]BUKU KAS HAR]AN

BULAN .
TAHUN .
SKPD 59
BIDANG  :?
PASAR 2
No. Taneeal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Urut 28 Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6
Jumlah
Jumlah Bulan Ini  Rp. Rp. Rp.
Jumlah s/d Bulan Lalu  Rp. Rp. Rp.
Jumlah s/d Bulan Ini  Rp. Rp. Rp.
Mengetahui, . ,tanggal ................
Kepala Pasar .. Petugas,

Nip. - Nip.

Cara Pengisian :

" Diisi dengan Bulan pembuatan laporan

? Diisi dengan Tahun pembuatan laporan

¥ Diisi dengan nama SKPD

* Diisi dengan nama bidang dalam SKPD

® Diisi dengan nama pasar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

10 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

11. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas

\000 SOy Wil





I.7  BENTUK DAN ISI BUKU KAS UMUM

[image: image9.jpg]KABUPATEN CIREBON
BUKU KAS UMUM

SKPD : "

Bidang: ?

Pasar :°
No. . . Penerimaan | Pengeluaran
Uit Tanggal Kode Rekening Uraian Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6
Jumlah

Jumlah bulan/tanggal Rp. - Rp. -
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. - Rp. -
Jumlah semua s/d bulan/tanggal Rp. - Rp. -
Sisa Kas Rp. -
Pada hari ini tanggal .... oleh kami

didapat dalam kas Rp.

Mengetahui,

Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan

Nij

Cara Pengisian :

0 0o Oy Lk LR 1=

p.

" Diisi dengan nama SKPD

2 Diisi dengan nama pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran
* Diisi dengan nama bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas





I.8  BENTUK , ISI  DAN CARA PENGISIAN LAPORAN

[image: image10.jpg]LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI
)

BULAN ::oomussssesssss !
SKPD 59
BIDANG  :V
PASAR =2
P Nomor Jumlah
No. Urut Tanggal Uraian STS Rp.
1 2 3 4 6
Jumlah
Jumlah bulan ini Rp. -
Jumlah sampai bulan lalu Rp. -
Jumlah s/d bulan ini Rp. -
Mengetahui, . , tanggal ..
Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Pasar ..

Pendapatan Pasar

Nip.

Cara Pengisian :

" Diisi dengan Bulan pembuatan laporan

? Diisi dengan nama SKPD

* Diisi dengan nama bidang dalam SKPD

* Diisi dengan nama pasar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penyetoran retribusi pelayanan pasar ke bendahara penerimaan
pembantu

Kolom 3 diisi dengan uraian penyetoran retribusi

Kolom 4 diisi dengan nomor STS

9. Kolom 5 diisi dengan jumlah penyetoran retribusi

St heS b e

s





I.9  BENTUK , ISI  DAN CARA PENGISIAN BUKU PENERIMAAN & PENGELUARAN

[image: image11.jpg]BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KARCIS

BULAN ::oonussssasssss "
SKPD 59
BIDANG  :V
PASAR 2
No Tanggal Uraian Penerimaan Karcis Pengeluaran Karcis Sisa Karcis
1 2 3 4 5 6(5-4)
Jumlah
Jumlah bulan ini :
Jumlah bulan lalu :
Jumlah s/d bulan ini :
Mengetahui, ,tanggal .................
Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Pagar .. vemssesss

Pendapatan Pasar

ip.

Cara Pengisian :

" Diisi dengan bulan

? Diisi dengan nama SKPD

% Diisi dengan nama bidang dalam SKPD

* Diisi dengan nama pasar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran karcis
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau retribusi

Kolom 4 diisi dengan jumlah lembar penerimaan karcis

Kolom 5 diisi dengan jumlah lembar pengeluaran karcis

Kolom 6 diisi dengan jumlah kolom 4 dikurangi kolom 5

QD R D e

2HEOE Oy





        BUPATI CIREBON ,

TTD
      DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR             SERI
KARCIS INI BUKAN TANDA BUKTI LEGALITAS  TEMPAT











